
WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah dan Pasal 124 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota
Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat
daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing
Tinggi, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

b.

c.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

13. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 22 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Tebing Tinggi
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 22)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing

Tinggi.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing

Tinggi.
6. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset

Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Tebing Tinggi.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan dengan
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besamya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta

undang-undang, tidak

pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kineija tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

11. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi
adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan
fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi.



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan pajak dan
retribusi, diberikan insentif pemungutan pajak dan
retribusi.

(2) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada:
a. pejabat dan pegawai pada Badan Pengelola

Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing sebagai
aparat pelaksana pemungut pajak dan pejabat dan
pegawai pada Instansi pelaksana pemungut
retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing sebagai aparat pelaksana pemungut
retribusi;

b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai
penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan
camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan

e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana
Pemungut Pajak dan Retribusi.

(3) Pemberian Insentif kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota
dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Wali
Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak
menganggarkan insentif pemungutan pajak dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenaan dan Kepala Instansi Pelaksana
Pemungut retribusi yang melaksanakan pemungutan
retribusi menganggarkan insentif pemungutan retribusi
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenaan.

(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke
dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif
pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek
belanja Pajak dan retribusi.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MARAPUSUK SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 36

>alinan_sesuai dengan aslinya
Cebala Baeian Hukum

fenjk


